
TUGAS, TANGGUNG JAWAB  DAN WEWENANG  

PANITERA PENGGANTI 

 

Unit Kerja 

Tugas, Tanggung Jawan dan 

Wewenang 

Dokumen Acuan 

Kerja 
Output / Hasil Kerja 

 

 

 
Membuat menandatangani 

dan mengirimkan   Surat 

Panggilan Pemeriksaan 

Persiapan. 

1.  Penetapan    
Hakim Ketua 
Majelis Tentang 
Hari Pemeriksaan 
Persiapan. 

2.  Undang-Undang 
No. 5 Tahun 1986.  

Surat Panggilan 
Pemeriksaan 
Persiapan beserta 
resi pengiriman. 

 - Mempersiapkan ruang 

pemeriksaan persiapan. 

- Melakukan pengecekan 

kehadiran para pihak.  

- melaporkan kehadiran para 

pihak kepada Hakim Ketua 

Majelis  

- UU Nomor 5 Tahun 
1986 jo. UU 
Nomor 9 Tahun 
2004 Jo. UU 
Nomor 51 Tahun 
2009. 

Tersedianya ruang 
pemeriksaan 
persiapan demi 
kelancaran 
pemeriksaan 
persiapan. 

 Menyerahkan Berkas Perkara 

kepada Hakim Ketua Majelis 

untuk acara pemeriksaan 

persiapan.  

 
Tersedianya berkas 
untuk pemeriksaan 
persiapan. 

 
Mendampingi dan mencatat 

hal-hal dalam pemeriksaan 

persiapan. 

 
Tercatatnya hasil 
proses pemeriksaan 
persiapan.   

 

Membuat dan 

menandatangani Berita Acara 

Pemeriksaan Persiapan. 

 

Berita Acara 
Pemeriksaan 
Persiapan yang 
ditandatangani oleh 
Hakim Ketua Majelis 
dan Panitera 
Pengganti. 

PANITERA 

PENGGANTI Membuat, menandatangani 

dan mengirimkan Surat 

Panggilan Persidangan 

kepada Pihak yang tidak 

hadir. 

1.  Penetapan     
Hakim Ketua 
Majelis Tentang 
Hari Persidangan 
Persiapan. 

2.  Undang-Undang 
No. 5 Tahun 1986. 

Surat Panggilan 
Persidangan beserta 
resi pengiriman. 

 -    Mempersiapkan ruang  

Persidangan. 

-    Melakukan pengecekan 

kehadiran para pihak.  

-    Melaporkan kehadiran 

para pihak kepada Hakim 

Ketua Majelis 

 

Tersedianya ruang 
Persidangan  demi 
kelancaran 
persidangan  



 
Menyerahkan Berkas Perkara 

kepada Hakim Ketua Majelis 

untuk acara Persidangan.   

 
Tersedianya berkas 
untuk  acara 
persidangan. 

 
Membuat dan 

menandatangani Berita Acara  

Persidangan. 

UU Nomor 5 Tahun 
1986 jo. UU Nomor 9 
Tahun 2004 Jo. UU 
Nomor 51 Tahun 
2009. (Pasal 114) 

Berita Acara 
Persidangan yang 
ditandatangani oleh 
Hakim Ketua Sidang 
dan Panitera 
Pengganti. 

 
Membantu mempersiapkan 

kerangka Putusan   

UU Nomor 5 Tahun 
1986 jo. UU Nomor 9 
Tahun 2004 Jo. UU 
Nomor 51 Tahun 
2009. (Pasal 108) 

Tersedianya 
Kerangka Putusan.  

 Mendantangani Putusan yang 

telah lengkap ditandatangai 

oleh Majelis Hakim.  

UU Nomor 5 Tahun 
1986 jo. UU Nomor 9 
Tahun 2004 Jo. UU 
Nomor 51 Tahun 
2009. (Pasal 108) 

Tersedianya Putusan 
yang siap untuk 
diserahkan 
(minutasi). 

 Menyusun dan 

mempersiapkan berkas 

perkara untuk diminutasi. 
 

Berkas perkara siap 
untuk diserahkan 
(minutasi). 

 Menyerahkan Berkas Perkara 

kepada Kepaniteraan Muda 

Perkara. 
 

Tersimpannya Berkas 
Perkara di 
Kepaniteraan Muda 
Perkara 
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Disahkan Oleh Ketua PTUN Jakarta 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) 

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PERSIAPAN  

 

 

TUJUAN : 

 

Prosedur pengelolaan administrasi berkas perkara ini bertujuan sebagai pedoman dalam mengelola berkas 

gugatan perkara yang diterima oleh Panitera Pengganti agar dilaksanakan secara sistematis, efektif, dan sesuai 

dengan standart sistem manajemen mutu ISO 9001:2008. 

 

RUANG LINGKUP : 

 

Ruang lingkup prosedur pengelolaan administrasi berkas perkara mencakup proses penerimaan berkas gugatan 

sampai ke panggilan pemeriksaan persiapan dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. 

 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 

Peradialan Tata Usaha Negara sebagaimana dirubah 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan 

Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 

51 Tahun 2009 

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

3. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 

Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha 

Negara Buku II Edisi Tahun 2007 

4. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan 

Tata Usaha Negara Buku II Edisi Tahun 2009 

 

 

1. S1Sarjana Hukum  

2. Mengerti dan mahir komputer  

3. Mengikuti Pelatihan Kepaniteraan 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

 

1. SIAD PTUN 

2. SOP Kepaniteraan Perkara 

3. SOP Hakim 

 

 

1. Komputer / Laptop 

2. Jaringan internet 

3. Peraturan perundangan yang terkait 

4. Buku Referensi 

 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan 

tidak akan tercapai. 

 

Dokumen Panitera Pengganti / Perkara 

DEFINISI : 

 

1. Gugatan : permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara 

dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan; 

2. Pemeriksaan 

Persiapan 

: Proses pra persidangan yang dimaksudkan untuk memperbaiki gugatan dan 

melengkapinya dengan data yang diperlukan dan untuk dapat meminta penjelasan 

kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan 
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PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PERSIAPAN  

 

No Agenda / Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 

Ptgs P/S HKM PP JS 
Persyaratan/ 

Perlengkapan 

Waktu Output 

1. Hakim Ketua Majelis 

menetapkan Hari 
pemeriksaan Persiapan  

     - Formulis Penetapan 

Hari Pemeriksaan 
Persiapan SIAD-

PTUN 

- Berkas Perkara 
- ATK Computer dan 

Printer 

 Berkas Perkara  

yang telah 
lengkap dengan 

Penetapan 

Pemeriksaan 
Persiapan 

2. Membuat Surat 

Panggilan Pemeriksaan 
Persiapan  

     - Penetapan hari 

Pemeriksaan 
persiapan oleh 

Hakim Ketua 
Majelis   

- Berkas Perkara 

- Komputer/SIAD 
- ATK 

 

 
 

 
1 Hari 

Tersedianya draf 

Panggilan 
pemeriksaan 

persiapan kepada 
para pihak. 

 3. Panitera Pengganti 

menanda-tangani surat 

Panggilan Pemeriksaan 
Persiapan   

     - Surat Panggilan 

- ATK 

 Tersedianya Surat 

Panggilan yang 

telah ditanda-
tangani. 

4. Panitera Pengganti 

mengirimkan surat 
panggilan pemeriksaan 

persiapan kepada para 

pihak 

     - Dikirim melalui Pos 

Tercatat.  
 

 Tersedianya Surat 

Panggilan beserta 
resi pengiriman . 

5. Panitera Pengganti 
menerima bukti 

Pengirman (resi) surat 

panggilan Pemeriksaan 
Persiapan  

     - Surat Panggilan 

Pemeriksaan 

Persiapan  

- Bukti Pengirman 

(Resi) 

- Komputer/SIAD 

 Tersedianya bukti 
Surat Panggilan 

Pemeriksaan 

Persiapan 

6. Panitera Pengganti 

menyusun berkas 

perkara yang telah 
lengkap dengan surat 

panggilan  

     - Berkas Perkara  

- Bukti Pengirman 

surat panggilan 

 

 

 
 

 

Tersusunya 

berkas perkara 

yang telah 
lengkap. 

7. Mempersiapkan 

ruang Pemeriksaan 

Persiapan / 

Persidangan 

  

 

   - Berkas perkara 

- Ruang 

Pemeriksaan 

Persiapan  

 Tersedianya 

ruang untuk 

pelaksanaan 

pemeriksaan 

persiapan   

8. Melakukan 

pengecekan 

kehadiran para pihak 

     - Berkas perkara 

- Daftar hadirpara 

pihak 

 

 

Tercatatnya 

kehadiran para 

pihak 

9. Melaporkan kepada 

Ketua Majelis Hakim 

tentang kehadiran 

para pihak  

     - Berkas perkara 

- Daftar hadir para 

pihak 

 

 

 

Diterimanya 

laporan 

kehadiran para 

pihak 

10. Menyerahkan  berkas 

perkara kepada Ketua 

Majelis 

     - Berkas Perkara 

- Ruang Pemeriksaan 

Persiapan   

60 

menit 

Tersedianya 

berkas yang 

untuk  

pemeriksaan 

persiapan.  
 

11. Mendampingi dan 

mencatat hal-hal 

penting dalam 

Pemeriksaan 

Persiapan 

     - Berkas perkara 

- ATK 

 Tercatatnya 

proses 

Pemeriksaan 

Persiapan 
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No Agenda / Kegiatan 
Pelaksana Mutu Baku 

Ptgs P/S HKM PP JS 
Persyaratan/ 

Perlengkapan 

Waktu Output 

12. Pembuatan draf 

Berita Acara 

pemeriksaan 

Persiapan 

     - Berkas perkara 

- Computer/SIAD 

PTUN 

  

 

1 hari 

 

Tersedianya 

draf berita acara  

13. Penandatangan Berita 

Acara Pemeriksaan 

Persiapan 

     - Berkas perkara 

- ATK 

 Tersedianya 

Berita Acara 

Pemeriksaan 

Persiapan/Persi

danagan 

13. Hakim Ketua Majelis 

menetapkan Hari 

persidangan pertama 

     - Formulis 

Penetapan Hari 

Persidangan    

- SIAD-PTUN 

- Berkas Perkara 

- ATK Computer 

dan Printer 

 

 

 

30 

Menit 

 

 

 

Berkas Perkara  

yang telah 

lengkap dengan 

Penetapan 

Pemeriksaan 

Persiapan 

15. Membuat surat 

panggilan 

persidangan kepada 

pihak yang tidak 

hadir 

     - Surat Panggilan 

- ATK 

 

  Surat Panggilan 

yang telah 

ditanda tangani  

16. Mengirimkan 

panggilan kepada 

pihak yang tidak 

hadir 

      

- Dikirim melalui 

Pos tercatat. 

 

 

 

30 

menit 

  Surat 

Panggilan 

beserta resi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



 

TUJUAN : 

 

Prosedur pelaksanaan pemeriksaan persiapan / persidangan ini bertujuan sebagai petunjuk proses persidangan 

agar dilaksanakan secara sistematis, efektif, dan sesuai dengan standart sistem manajemen mutu ISO 

9001:2008. 

 

RUANG LINGKUP : 

 

Ruang lingkup prosedur pelaksanaan pemeriksaan persiapan / persidangan mencakup proses persiapan ruang 

sidang, pengecekan para pihak dan pencatatan berita acaradalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara 

Jakarta. 

 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 

Peradialan Tata Usaha Negara sebagaimana dirubah 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan 

Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 

51 Tahun 2009 

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

3. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 

Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha 

Negara Buku II Edisi Tahun 2007 

4. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan 

Tata Usaha Negara Buku II Edisi Tahun 2009 

 

 

1. S1Sarjana Hukum  

2. Mengerti dan mahir komputer  

3. Mengikuti Pelatihan Kepaniteraan 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

 

1. SIAD PTUN 

2. SOP Kepaniteraan Perkara 

3. SOP Hakim 

 

 

1. Komputer / Laptop 

2. Jaringan internet 

3. Peraturan perundangan yang terkait 

4. Buku Referensi 

 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan 

tidak akan tercapai. 

 

Dokumen Panitera Pengganti / Perkara 

DEFINISI : 

 

1. Pemeriksaan Persiapan : Proses pra persidangan yang dimaksudkan untuk memperbaiki gugatan 

dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dan untuk dapat 

meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang 

bersangkutan 

2. Berita Acara Pemeriksaan 

Persiapan / Persidangan 

: Catatan yang berisi mengenai segala kejadian di sidang yang 

berhubungan dengan pemeriksaan suatu perkara 
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STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) 

PELAKSANAAN  PERSIDANGAN 

 

No Agenda / Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 

Ptgs P/S HKM PP JS 
Persyaratan/ 

Perlengkapan 

Waktu Output 

1. Mempersiapkan 

ruang Persidangan 

  

 

   - Berkas perkara 

- Ruang 

Persidangan 

30 

menit 

Tersedianya 

ruang untuk 

pelaksanaan 

persidangan 

2. Melakukan 

pengecekan 

kehadiran para pihak 

     - Berkas perkara 

- Daftar hadir para 

pihak 

30 

menit 

Tercatatnya 

kehadiran para 

pihak 

3. Melaporkan kepada 

Ketua Majelis Hakim 

tentang kehadiran 

para pihak  

     - Berkas perkara 

- Daftar hadir para 

pihak 

30 

menit 

Diterimanya 

laporan 

kehadiran para 

pihak 

4. Menyerahkan  berkas 

perkara kepada Ketua 

Majelis 

     - Berkas Perkara 

- Ruang 

Persidangan 

30 

menit 

Tersedianya 

berkas yang 

untuk 

persidangan 
 

5. Mendampingi dan 

mencatat hal-hal 

penting (Gugatan, 

Jawaban, Replik, 

Duplik, Bukti Surat,  

Saksi, Ahli, 

Pemeriksaan 

Setempat, 

Kesimpulan dan 

Putusan)  dalam 

Persidangan 

     - Berkas perkara 

- ATK 

 Tercatatnya 

proses 

Persidangan 
  

6. Pembuatan draf 

Berita Acara 

Persidanagan  

     - Berkas perkara 

- Computer/SIAD 

PTUN 

 

1 hari 

Tersedianya 

draf berita acara  

7. Penandatangan Berita 

Acara Persidangan  

     - Berkas perkara 

- ATK 

30 

menit 

Tersedianya 

Berita Acara 

Persidangan 
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Disahkan Oleh Ketua PTUN Jakarta 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) 

MINUTASI BERKAS PERKARA 

 

TUJUAN : 

 

Prosedur Minutasi Berkas Perkara ini bertujuan sebagai petunjuk dalam pemberkasan atau minutasi perkara 

yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim sehingga berkas perkara dapat dikelola dengan tertib dan aman 

sesuai dengan standart sistem manajemen mutu ISO 9001:2008. 

 

RUANG LINGKUP : 

 

Ruang lingkup prosedur Minutasi Berkas Perkara mencakup proses pembuatan kepala putusan dan penyusunan 

berkas perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara 

Jakarta. 

 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 

Peradialan Tata Usaha Negara sebagaimana dirubah 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan 

Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 

51 Tahun 2009 

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

3. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 

Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha 

Negara Buku II Edisi Tahun 2007 

4. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan 

Tata Usaha Negara Buku II Edisi Tahun 2009 

 

 

1. S1Sarjana Hukum  

2. Mengerti dan mahir komputer  

3. Mengikuti Pelatihan Kepaniteraan 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

 

1. SIAD PTUN 

2. SOP Kepaniteraan Perkara 

3. SOP Hakim 

 

 

1. Komputer / Laptop 

2. Jaringan internet 

3. Peraturan perundangan yang terkait 

4. Buku Referensi 

 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan 

tidak akan tercapai. 

 

Dokumen Panitera Pengganti / Perkara 

DEFINISI : 

 

1. Putusan : pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh 

hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara 

2. Minutasi : Proses yang dilakukan panitera pengadilan dalam menyelesaikan proses 

administrasi meliputi pengetikan, pembendelan serta pengesahan suatu perkara 
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Disahkan Oleh Ketua PTUN Jakarta 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) 

MINUTASI BERKAS PERKARA 

 

No 
Agenda / 

Kegiatan 

 Pelaksana Mutu Baku 

Ptgs 

IT 

Pan

mu

d 

Per

kar

a 

P/S HKM PP JS 

Persyaratan/ 

Perlengkapan 

Waktu Output 

1. Mempersiapkan 

kerangka putusan 

   

 

   - Berkas perkara 

- Komputer/ 

SIAD PTUN 

- ATK 

1 hari Tersedianya 

kerangka 

putusan 

2. Menyerahkan 

kerangka putusan 

kepada Hakim 

Ketua Majelis  

      - Berkas perkara 

- ATK 

30 

menit 

Tersedianya 

kerangka 

putusan  

3. Menerima konsep 

putusan untuk 

pengetikan akhir 

      - Berkas perkara 

- Komputer/ 

SIAD-PTUN 

- ATK 

1 hari Tersedianya 

konsep 

putusan  

4. Menyerahkan 

Konsep putusan 

kepada Ketua 

Majelis untuk 

ditandatangani 

 

      - Berkas Perkara 

- Konsep Putusan 

- ATK 

30 

menit 

Tersedianya 

Konsep 

Putusan 

5. Menerima Putusan 

yang telah lengkap 

Tandatangan 

Majelis Hakim 

      - Berkas Perkara 

- Putusan  

30 

Menit 

Tersedianya 

putusan  yg 

telah 

ditandatangani 

majelis Hakim 

6. Menandatangani 

putusan yg telah 

lengkap 

tandatangani 

Majelis Hakim 

      - Berkas Perkara 

- Putusan 

- ATK 

5 

Hari 

tersedianya 

putusan yang 

siap 

diminutasi 

7 Pemberitahuan  

Putusan kepada 

Pihak yang tidak 

hadir  

      -    

8. Publikasi Amar 

Putusan Via Web 

Site 

      -    

9. Menyusun berkas 

dan putusan untuk 

diminutasi 

      - Berkas Perkara  

- Berita Acara 

- Bukti Para 

Pihak Dan 

7 

Hari 

tersedianya 

berkas perkara 

dan putusan 

yang siap 
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dokumen 

litigasi lainnya 

diminutasi 

9. Menyerahkan 

berkas Perkara yg 

telah diminutasi 

kepada 

kepaniteraan muda 

perkara 

      - Berkas perkara 

- ATK 

30 

menit 

Tersimpannya 

berkas perkara 

pada 

kepaniteraan 

muda perkara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


